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PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR |7 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI ACEH SINGKIL,

. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh

Singkil Nomor Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2015;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679},

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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21,

22,

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan  Penyelenggaran Peerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomeoer 540);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
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31.
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34.

33.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893J;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
48);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71);

Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 247);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor  );

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2012 Nomor 08);
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40. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor

242);

41. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014
tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

PENJABARAN
ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2015.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah :
1. Pendapatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan
yang Sah
Jumlah Pendapatan

b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung

\

aj Belanja Pegawai
b) Belanja Subsidi
¢) Belanja Hibah

d) Belanja Bantuan
Sosial

e) Belanja Bantuan
Keuangan

f) Belanja Tidak Terduga Rp.
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Pasal 1

Rp.

39.375.695.216,58,-

Rp. 616.306.455.621,00,-

Rp.

194.731.728.098,14.,-

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

246.562.650.510,00,-
1.890.000.000,00,-
3.015.000.000,00,-

1.841.814.000,00,-

75.028.716.347,00,-

368.141.400,00,-

Rp. 850.413.878.953,72,-

Rp. 328.706.322.257,00,-



2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai Rp. 54.111.752.402,00,-

b) Belanja Barang
dan Jasa Rp. 101.689.428.665,00,-

c¢) Hibah Barang/Jasa
yang Diserahkan
kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat Rp. 25.683.630.499,00,-

d) Bantuan Socsial Barang/Jasa
Yang diserahkan
Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat Rp. 18.116.197.605,00,-

e) Barang/Jasa selain
Hibah dan Bantuan

Sosial Rp. 55.000.000,00,-

f) Belanja Modal Rp. 314.275.961.928,00,-
Rp. 513.931.971.099.00.-
Jumlah Belanja Rp. 842.638.293.356,00,-
Surplus/(Defisit) Rp. 7.775.585.579,72,-

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 286.677.985.168,79,-

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00.-

Pebiayaan Bersih Rp. 61.503.110.380,85,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 69.278.695.960,57,

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Realisasi Anggararan.

Pasal 4

Penjabaran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.
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Pasal 5.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 Oktober 2016.

,97_BU ATI ACEH SINGKIL, ¢

Diundangkan di Singkil
pada tanggal |7 OFtober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR.283
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